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KEBIJAKAN UMUM
JADWAL ACARA RAPAT DPR RI
MASA PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2018-2019

. Rencana kegiatan fungsi Pengawasan dan Anggaran (P/A) dialokasikan + 40% dari waktu

yang tersedia, sedangkan fungsi Legislasi (L) dialokasikan + 60% kegiatan dari waktu yang

tersedia.

. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan

kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan.

. Fokus kegiatan per sessi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih dapat berubah

sesuai dengan kebutuhan.

. Bidang Legislasi:

a. Komisi/Pansus membahas RUU sesuai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas
2018.

b. Baleg melaksanakan tugas di Bidang Legislasi.

c. AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.

. Bidang Anggaran:

a. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018.

. Bidang Pengawasan:

a. Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan.

b. Tindaklanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim
pada saat Reses Masa Persidangan | Tahun Sidang 2018-2019.

. Tugas memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan:

a. Calon Duta Besar Negara Sahabat.

b. Calon Anggota LPSK Periode 2018-2023.

c. Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2019-
2024.

d. Calon Pewarganegaraan Republik Indonesia.

. Tim:

a. Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Tim Implementasi Reformasi DPR RI.

c. Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

. Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

. Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Tim Penguatan Diplomasi Parlemen.

. Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan
(UP2DP).

. Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana NTB dan
Sulawesi Tengah.
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Keterangan :

L/P/A = Legislasi/Pengawasan/Anggaran
P/A = Pengawasan/Anggaran

L = Legislasi

P = Pengawasan

A = Anggaran




RANCANGAN ALOKASI WAKTU RAPAT DAN RESES
MASA PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2018-2019

MASA PERSIDANGAN Il
TAHUN SIDANG 2018-2019
21 November 2018 s.d. 6 Januari 2019
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus
Tanggal 25 Oktober 2018

| MASA SIDANG MASA RESES

21 November 2018 14 Desember 2018
s.d. s.d.
13 Desember 2018 6 Januari 2019

= 23 hari kalender = 24 hari kalender
=17 hari kerja =14 hari kerja




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JIn. Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

JADWAL ACARA RAPAT DPR RI
MASA PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2018-2019

Sesuai Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah
antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 25 Oktober 2018

Masa Sidang berlaku mulai tanggal 21 November s.d. 13 Desember 2018
Masa Reses mulai tanggal 14 Desember 2018 s.d. 6 Januari 2019

HARI/TGL
NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 4 5 6
1. Rabu, 21-11-’18 RAPAT *x Pidato Pembukaan Masa Pimpinan
: PARIPURNA Persidangan Il Tahun DPRRI
10.00-Sel
0.00-Selesal Sidang 2018-2019.
13.00 - 16.00 FRAKSI o Intern
Setelah Rapat 1. Mendengarkan Laporan
Paripurna Anggota dari daerah.
2. Menyusun program kerja.
3. Lain-lain.
19.30 - 23.30 FRAKSI *x Melanjutkan acara rapat
siang hari
2. Kamis, 22-11-18 | KOMISI | s.d XI L/P/IA Intern
09.00 -12.00
PANSUS L Intern
13.00 - 16.00 KOMISI| s.d Xl L/P/A | Melanjutkan acara pagi hari




HARI/TGL

NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 4 5 6
BADAN *x Membicarakan tindak lanjut
MUSYAWARAH keputusan :
a. Rapat Pimpinan DPR RI
b. Rapat Paripurna
c. Rapat Bamus
sebelumnya
d. Rapat Alat Kelengkapan
Dewan
e. Lain-lain.
BURT ** Melanjutkan acara rapat
BKSAP *x Melanjutkan acara rapat
MKD ** Melanjutkan acara rapat
BAKN P Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan
19.30-22.30 KOMISI | s.d XI L/P/IA Melanjutkan acara rapat
siang hari
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
siang hari
3. Jumét, 23-11-18 | FRAKSI-FRAKSI *x Intern Catatan:
09.00 -12.00 Materi acara
diserahkan
kepada
masing-masing
Fraksi
13.00 — 16.00 FRAKSI-FRAKSI *k Melanjutkan acara
rapat pagi hari
19.30 - 22.30 FRAKSI-FRAKSI *x Melanjutkan acara
rapat siang hari
4, Senin, 26-11-18 | KOMISI| s.d Xl P/A Melanjutkan acara rapat

09.00 - 11.00

Bidang Pengawasan/

Anggaran




NO.

HARI/TGL

PUKUL
1 2

JENIS RAPAT

FUNGSI

ACARA RAPAT

KETERANGAN

3

5

6

13.00 - 16.00

BANGGAR A

Bidang Anggaran

Melanjutkan acara rapat

19.30 -22.30

KOMISI| s.d

Xl P/A

Bidang Pengawasan/
Anggaran

Melanjutkan acara rapat

Selasa, 27-11-'18

KOMISI| s.d

Xl P/A

Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran

BALEG

Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi

10.00-Selesai

RAPAT
PARIPURNA

*%

Catatan:

Apabila tidak dipergunakan
untuk Rapat Paripurna,
dialokasikan untuk

kegiatan Komisi | s.d. XI
DPR RI.

13.30 - 16.00
Setelah Rapat
Paripurna

19.30 - 22.30

KOMISI| s.d Xl

P/A

Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran

BANGGAR

Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran

BALEG

Melanjutkan acara Rapat
Bidang Legislasi

Rabu, 28-11-'18

KOMISI| s.d Xl

BALEG

P/A

Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran

Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi

BANGGAR

Melanjutkan acara rapat

Bidang Anggaran

KOMISI| s.d Xl

Melanjutkan acara rapat

Bidang Legislatif




HARI/TGL

NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 4 5 6
09.00-Selesai PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
TIM P Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran
13.00 — 16.00 KOMISI | s.d XI L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislatif
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
19.30 -22.30 KOMISI | s.d XI L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislatif
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
7. Kamis, 29-11-18 | KOMISI| s.d Xl L/P/IA Melanjutkan acara rapat
09.00 -12.00 Bidang Legislatif/
Pengawasan/Anggaran
PANSUS L Intern
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BANGGAR A Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran
13.00 - 16.00 KOMISI | s.d XI L/P/IA Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislatif/
Pengawasan/Anggaran
PANSUS L Melanjutkan acara rapat

Bidang Legislasi




HARI/TGL

NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 4 5 6
BADAN *x Membicarakan tindak lanjut
MUSYAWARAH keputusan :
a. Rapat Pimpinan DPR
RI
b. Rapat Paripurna
c. Rapat Bamus
sebelumnya
d. Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
e. Lain-lain.
BURT ** Melanjutkan acara rapat
BKSAP ** Melanjutkan acara rapat
MKD *x Melanjutkan acara rapat
BAKN P Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan
19.30-22.30 KOMISI | s.d XI L/P/IA Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislatif/
Pengawasan/Anggaran
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
8. Jumét, 30-11-18 | FRAKSI-FRAKSI ** Intern Catatan:
09.00 -12.00 Materi acara
diserahkan
kepada
masing-masing
Fraksi
13.00 — 16.00 FRAKSI-FRAKSI *x Melanjutkan acara
rapat pagi hari
19.30-22.30 FRAKSI-FRAKSI *k Melanjutkan acara
rapat siang hari
9. Senin, 3-12-'18 KOMISI| s.d Xl P/A Melanjutkan acara rapat
09.00 — 12.00 Bidang Pengawasan/

Anggaran




NO.

HARI/TGL

1 2

PUKUL

JENIS RAPAT

FUNGSI

ACARA RAPAT

KETERANGAN

3

5

6

10.

13.00 - 16.00

BANGGAR A

Bidang Anggaran

Melanjutkan acara rapat

19.30 -22.30

KOMISI| s.d

Xl P/A

Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran

Selasa, 4-12-'18

—————————

KOMISI| s.d

Xl P/A

Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran

BALEG

RAPAT

*%

Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi

11.

13.30 - 16.00

10.00-Selesai

PARIPURNA

Catatan:

Apabila tidak dipergunakan
untuk Rapat Paripurna,
dialokasikan untuk

kegiatan Komisi | s.d. XI
DPR RI.

Setelah Rapat
Paripurna

KOMISI| s.d Xl

P/A

Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran

BANGGAR

BALEG

Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran

Melanjutkan acara Rapat
Bidang Legislasi

19.30 - 22.30

Rabu, 5-12-‘18

————e e

KOMISI| s.d Xl

P/A

Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran

BALEG

Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi

BANGGAR

KOMISI| s.d Xl

Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran

Melanjutkan acara rapat

Bidang Legislatif




HARI/TGL

NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 4 5 6
09.00 -12.00 PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
TIM P Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran
13.00 - 16.00 RAKOR P Rapat Koordinasi Kunker
Komisi MP Il TS 2018-2019
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
19.30 - 22.30 KOMISI| s.d XI L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislatif
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
12. | Kamis, 6-12-18 KOMISI| s.d Xl L/P/IA Melanjutkan acara rapat
09.00-Selesai Bidang Legislatif/
Pengawasan/Anggaran
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BANGGAR A Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran
13.00 - 16.00 KOMISI| s.d Xl L/P/IA Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislatif/
Pengawasan/Anggaran
PANSUS L Melanjutkan acara rapat

Bidang Legislasi

10




HARI/TGL

NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 4 5 6
BADAN *x Membicarakan tindak lanjut
MUSYAWARAH keputusan :
a. Rapat Pimpinan DPR
RI
b. Rapat Paripurna
c. Rapat Bamus
sebelumnya
d. Rapat Alat
Kelengkapan Dewan
e. Lain-lain.
BURT ** Melanjutkan acara rapat
BKSAP ** Melanjutkan acara rapat
MKD *x Melanjutkan acara rapat
BAKN P Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan
19.30-22.30 KOMISI | s.d XI L/P/IA Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislatif/
Pengawasan/Anggaran
PANSUS L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
13. | Jumét, 7-12-'18 | FRAKSI-FRAKSI o Intern Catatan:
09.00 — 12.00 Materi acara
diserahkan
kepada
masing-masing
Fraksi
13.00 — 16.00 FRAKSI-FRAKSI *x Melanjutkan acara
rapat pagi hari
19.30-22.30 FRAKSI-FRAKSI *k Melanjutkan acara
rapat siang hari
14. | Senin, 10-12-'18 | KOMISI| s.d XI P/A Melanjutkan acara rapat

09.00 - 12.00

Bidang Pengawasan/
Anggaran

11




HARI/TGL
NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 5 6
BANGGAR A Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran
13.30- 16.00 KOMISI| s.d Xl P/A Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran
19.30-22.30 KOMISI| s.d Xl P/A Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
15. | Selasa, 11-12-'18 RAPAT ** Catatan:
10.00-Selesai PARIPURNA Apabila tidak dipergunakan
untuk Rapat Paripurna,
dialokasikan untuk
kegiatan Komisi | s.d. XI
DPR RI.
13.30 - 16.00 KOMISI | s.d XI P/A Melanjutkan acara rapat
Setelah Rapat Bidang Pengawasan/
Paripurna Anggaran
BANGGAR A Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran
BALEG L Melanjutkan acara Rapat
Bidang Legislasi
19.30 - 22.30 KOMISI| s.d Xl P/A Melanjutkan acara rapat
Bidang Pengawasan/
Anggaran
BALEG L Melanjutkan acara rapat
Bidang Legislasi
BANGGAR A Melanjutkan acara rapat
Bidang Anggaran
16| Rabu, 12-12-18 | FRAKSI-FRAKSI *x Intern
09.00 -12.00

12



HARI/TGL
NO. JENIS RAPAT FUNGSI ACARA RAPAT KETERANGAN
PUKUL
1 2 3 4 5 6
13.00 - 16.00 FRAKSI-FRAKSI *x Melanjutkan acara
rapat pagi hari
19.30-22.30 FRAKSI-FRAKSI ** Melanjutkan acara
rapat siang hari
17. | Kamis, 13-12-'18 RAPAT Pidato Penutupan Masa Pimpinan
) : PARIPURNA Sidang Il Tahun Sidang DPRRI
10.00-Selesai 2018-2019

RESES MASA PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2018-2019
DIMULAI DARI TANGGAL 14 DESEMBER 2018 S.D. 6 JANUARI 2019
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2018-2019
AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 7 JANUARI 2019
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Jakarta, 14 November 2018
SEKRETARIS JENDERAL,

‘il

INDRA ANDAR
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DAFTAR INVENTARISASI RUU DAN NON RUU
PERIODE 2014-2019
(Data s.d. Tanggal 31 Oktober 2018)

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASIH PROSES PEMBAHASAN

PENUGASAN RAPAT

Desember 2016.

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT
NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI
UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
1. Rancangan Undang-Undang KOMISI I 2 Juni 2016 | Rapat konsultasi pengganti
tentang Pertanahan. rapat Bamus
Surat Presiden Nomor : R-33/ 9 Juni 2016
;8?205/2016 tanggal 20 Mei Catatan:
Sudah diperpanjang
Wakil Pemerintah: sebanyak 8 (delapan) kali
- Menteri Agraria dan Tata Masa Persidangan.
Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional
- Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Hukum dan HAM
2. Rancangan Undang-Undang KOMISI 1l 23 Juni 2015 | Rapat konsultasi pengganti
tentang Kitab Undang-Undang rapat Bamus
Hukum Pidana. 24 Juni 2015
Surat Presiden Nomor : R-35/ Catatan:
Pres/06/2015 tanggal 4 Juni ~atalan.
2015 Sudah diperpanjang
Wakil Pemerintah: set.)anyak 13 (t?ga belas)
Menteri Hukum dan HAM. kali Masa Persidangan.
3. Rancangan Undang-Undang KOMISI 1l 15 Des 2016 Rapat konsultasi pengganti
tentang Jabatan Hakim. rapat Bamus
Surat Presiden Nomor : R-71/ 18 Januari 2017
Pres/12/2016  tanggal 20
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PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT
NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI
UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
Wakil Pemerintah: Catatan:
- Menter! Hukum dan HAM Sudah diperpanjang
- Menteri Aparatur Negara sebanyak 5 (lima) kali
dan Re.forma5| Birokrasi Masa Persidangan.
- Menteri Keuangan.
4. Rancangan Undang-Undang KOMISI IV 2 Juni 2016 Rapat konsultasi pengganti
tentang Karantina Hewan, rapat Bamus
Ikan, dan Tumbuhan 9 Juni 2016
Surat Presiden Nomor : R-35/ Catatan:
Pres/05/2016 tanggal 25 Mei ~atatan.
2016. Sudah diperpanjang
Wakil Pemerintah: sebanyak E.B(delapan) kali
- Menteri Pertanian Masa Persidangan.
- Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
- Menteri Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
- Menteri Hukum dan HAM.
5. Rancangan  Undang-Undang KOMISI VI 16 Agust 2016 | Rapat konsultasi pengganti

tentang Perkoperasian

Surat Presiden Nomor : R-48/
Pres/07/2016 tanggal 26 Juli
2016.

Wakil Pemerintah:

- Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan
Menengah

- Menteri Keuangan
- Menteri Hukum dan HAM.

rapat Bamus
1 Sept 2016
Catatan:

Sudah diperpanjang
sebanyak 7 (tujuh) kali

Masa Persidangan.
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PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT
NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI
UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
6. Rancangan Undang-Undang KOMISI VI 18 Juli 2017 Rapat konsultasi pengganti
tentang Larangan  Praktik rapat Bamus 26 Juli 2017
Monopoli dan  Persaingan .
Usaha Tidak Sehat. Catatan:
Sudah diperpanjang
Surat Presiden Nomor : R-32/ sebanyak 3 (tiga) kali
Pres/07/2017 tanggal 10 Juli Masa Persidangan.
2018
Wakil Pemerintah:
- Menteri Perdagangan
- Menteri Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
- Menteri Hukum dan HAM.
7. Rancangan Undang-Undang KOMISI VI 16 Agust 2016 | Rapat konsultasi pengganti
tentang Penyelenggaraan rapat Bamus 1 September

Ibadah Haji dan Umrah.

Surat Presiden Nomor : R-52/
Pres/07/2016 tanggal 29 Juli
2016.

Wakil Pemerintah:

- Menteri Agama

- Menteri Perhubungan
- Menteri Luar Negeri

- Menteri Keuangan

- Menteri Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

- Menteri Hukum dan HAM.

Surat Presiden Nomor : R-61/
Pres/09/2016  tanggal 30
September 2016.

Penambahan Wakil
Pemerintah:

- Menteri Kesehatan
- Menteri Dalam Negeri

2016.
Catatan:

Sudah diperpanjang
sebanyak 7 (tujuh) kali

Masa Persidangan.
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PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT
NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI
UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
8. Rancangan Undang-Undang KOMISI VI 8 Juni 2017 Rapat konsultasi pengganti
tentang Penghapusan rapat Bamus 15 Juni 2017
Kekerasan Seksual
Catatan:
Surat Presiden Nomor : R-25/ . .
Pres/06/2017 tanggal 2 Juni Sudah dlperpgnjang .
2018. sebanyak 3 (tiga) kali
. . Masa Persidangan.
Wakil Pemerintah:
- Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
- Menteri Kesehatan
- Menteri Sosial
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
- Menteri Hukum dan HAM.
9. Rancangan Undang-Undang KOMISI X 20 Mei 2016 | Rapat konsultasi pengganti

tentang Ekonomi Kreatif.

Surat Presiden Nomor : R-30 /
Pres/05/2016 tanggal 16 Mei
2016.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Perdagangan

- Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

- Menteri Pariwisata

- Menteri  Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah

- Menteri Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

- Menteri Hukum dan HAM.

rapat Bamus 31 Mei 2016
Catatan:

Sudah diperpanjang
sebanyak 8 (delapan) kali

Masa Persidangan.

17




PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT

NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI

UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS

10. | Rancangan Undang-Undang KOMISI XI 17 Mei 2016 Rapat Bamus

tentang Ketentuan Umum dan .
Tata Cara Perpajakan 19 Mei 2016
Surat Presiden Nomor : R-28/ Catatan:
Pres/05/2016 tanggal 4 Mei Sudabh diperpanjang
2016. sebanyak 8 (delapan) kali
Wakil Pemerintah: Masa Persidangan.
- Menteri Keuangan
- Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi
- Menteri Hukum dan HAM.

11. | Rancangan Undang-Undang BALEG 6 April 2017 Rapat konsultasi pengganti
tentang Perubahan  atas rapat Bamus
Undang-Undang Nomor 5 .

Tahun 2014 tentang Aparatur 10 April 2017
Sipil Negara
Surat Presiden Nomor : R-19/ Catatan:
2’5(157/03/2017 tanggal 22 Maret Sudah diperpanjang
) sebanyak 4 (empat) kali
Wakil Pemerintah: Masa Persidangan.
- Menteri Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
- Menteri Hukum dan HAM.
12. | Rancangan Undang-Undang PANSUS 5 Okt 2015 Rapat konsultasi pengganti

tentang Larangan Minuman
Beralkohol

Surat Presiden Nomor : R-55/
Pres/09/2016 tanggal 3
September 2015.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Perdagangan
- Menteri Perindustrian
- Mentei Agama

rapat Bamus
5 Oktober 2015

Catatan:

Sudah diperpanjang
sebanyak 12 (dua belas)

kali Masa Persidangan.
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PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT
NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI
UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
- Menteri Kesehatan
- Menteri Keuangan
- Menteri Hukum dan HAM
13. | Rancangan Undang-Undang PANSUS 24 Nov 2015 Rapat konsultasi pengganti
tentang Wawasan Nusantara rapat Bamus
Surat Presiden Nomor : R-63/ 16 Des 2015
Pres/07/2016  tanggal 13 Catatan:
November 2015. alaian:
Wakil Pemerintah: Sudah diperpanjang
. sebanyak 12 (dua belas)
- Menteri Pertahanan kali M Persid
- Menteri Dalam Negeri all Masa Fersidangan.
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Hukum dan HAM.
14. Rancangan Undang-Undang PANSUS 6 April 2017 Rapat konsultasi pengganti
tentang Pertembakauan. rapat Bamus 10 April 2017
Surat Presiden Nomor : R-16/
Pres/03/2017 tanggal 17 Maret .
; ; . Sudah diperpanjang
Wakil Pemerintah: .
- Menteri Kesehatan i/leban)éak ilj(empat) kall
- Menteri Perindustrian asa Fersidangan.
- Menteri Perdagangan
- Menteri Keuangan
- Menteri Pertanian
- Menteri Hukum dan HAM
15. Rancangan Undang-Undang PANSUS 6 April 2017 Rapat konsultasi pengganti
tentang  Sistem Nasional rapat Bamus
IPTEK.

Surat Presiden Nomor : R-20/
Pres/03/2017 tanggal 31 Maret
2017.

10 April 2017
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PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT

NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI

UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
Wakil Pemerintah: Catatan:
- Menteri Riset, Teknologi ; ;
o T Sudah diperpanjang
dan Pe.ndldlkan Tlnggl sebanyak 4 (empat) kali
- Menter! Dalam Negeri Masa Persidangan.
- Menteri Keuangan
- Menteri Hukum dan HAM.

16. | Rancangan  Undang-Undang PANSUS 20 Mei 2016 | Rapat konsultasi pengganti
tentang Kewirausahaan rapat Bamus tgl 31 Mei
Nasional 2016 ditangani oleh Komisi

i ) VI DPR, namun dim Rapat
gurazoz;gg'fgntmmorl ) 4R',3|7/. konsultasi pengganti rapat
233156 angga el Bamus tgl 26 Juli 2017

. dialihkan menjadi Pansus
Wakil Pemt_erlntah: _ Catatan:
- Menteri Koperasi dan ) _
Usaha Kecil dan Sudah diperpanjang
Menengah sebanyak 3 (tiga) kali
- Menteri Perindustrian Masa Persidangan.
- Menteri Hukum dan HAM.

17. | Rancangan Undang-Undang KOMISI 11l 17 Okt 2017 Rapat konsultasi pengganti
tentang Mahkamah Konstitusi rapat Bamus
Surat Presiden Nomor : R-47/ 23 Oktober 2017
Pres/10/2017  tanggal 10
Oktober 2017.

Wakil Pemerintah: Catatan:
- Menteri Hukum dan HAM Sudah diperpanjang
- Menteri Aparatur Negara sebanyak 2 (dua) kali
dan Reformasi Birokrasi. Masa Persidangan.
18. | Rancangan Undang-Undang PANSUS 9 Januari 2018 | Rapat konsultasi pengganti

tentang Daerah Kepulauan
Inisiatif DPD RI.

Surat Presiden RI Nomor: R-
56/Pres/12/2017 tanggal 11
Desember 2017

rapat Bamus
15 Januari 2018
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PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT
NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI
UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
Wakil Pemerintah: Catatan:
- Menteri Dalam Negeri Sudah diperpanjang
- Menteri Keuangan sebanyak 1 (satu) kali
- Menteri Perencanaan Masa Persidangan.
Pembangunan
Nasional/Kepala  Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Kelautan dan
Perikanan
- Menteri Hukum dan HAM.
19. | RUU tentang Serah Simpan KOMISI X 5 Maret 2018 | Rapat konsultasi pengganti
Karya Cetak dan Karya rapat Bamus
Rekam. 6 Maret 2018
Surat Presiden Nomor : R-07/ .
Pres/02/2018  tanggal 14 Catatan : .
Februari 2018. Sudah diperpanjang '
sebanyak 1 (satu) kali
Wakil Pemerintah: Masa Persidangan.
- Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
- Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Komunikasi dan
Informatika
- Menteri Hukum dan HAM.
20. | RUU Tentang Konservasi KOMISI IV 20 Maret 2018 | Rapat konsultasi pengganti

Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.

Surat Presiden Nomor : R-14/
Pres/03/2018 tanggal 9 Maret
2018.

rapat Bamus
20 Maret 2018

Catatan:
Sudah diperpanjang
sebanyak 1 (satu) kali

Masa Persidangan.
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NO.

JUDUL / NAMA
RANCANGAN UNDANG-
UNDANG

ALAT
KELENGKAPAN
DEWAN

RAPAT
PARIPURNA

PENUGASAN RAPAT
BAMUS/RAPAT
KONSULTASI
PENGGANTI RAPAT
BAMUS

Wakil Pemerintah:

- Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

- Menteri Kelautan dan
Perikanan

- Menteri Pertanian

- Menteri Dalam Negeri

- Menteri Hukum dan HAM

21.

RUU tentang Kebidanan.

Surat Presiden Nomor : R-10/
Pres/03/2018 tanggal 7 Maret
2018.

Wakil Pemerintah:

- Menteri Kesehatan

- Menteri Dalam Negeri

- Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi

- Menteri Ketenagakerjaan

- Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

- Menteri Hukum dan HAM.

KOMISI IX

20 Maret 2018

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

20 Maret 2018

Catatan:
Sudah diperpanjang
sebanyak 1 (satu) kali

Masa Persidangan.

22.

RUU tentang Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan

Surat Presiden Nomor : R-18/
Pres/ 04/2018 tanggal 6 April
2018

Wakil Pemerintah:

- Menteri Pertanian

- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertahanan Nasional

- Menteri Dalam Negeri

- Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

- Menteri Hukum dan HAM.

KOMISI IV

26 April 2018

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

25 April 2018
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PENUGASAN RAPAT

JUDUL / NAMA ALAT RAPAT BAMUS/RAPAT

NO. RANCANGAN UNDANG- KELENGKAPAN PARIPURNA KONSULTASI

UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS

23. | RUU tentang Masyarakat BALEG 26 April 2018 | Rapat konsultasi pengganti
Hukum Adat rapat Bamus tanggal 25
Surat Presiden Nomor : R-19/ April 2018 ditangani oleh
Pres/04/2018 tanggal 18 April Pansus, namun dalam
2018. Rapat Konsultasi

. . . pengganti rapat Bamus
Wakil Pemerintah: tanggal 2 Juli 2018
- Menteri Dalam Negeri dialihkan ke BALEG
- Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan
Pertanian Nasional
- Menteri Desa
Pembangunan  Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi
- Menteri Kelautan dan
Perikanan
- Menteri Hukum dan HAM.

24. | RUU tentang Pengesahan KOMISI | 3 Juli 2018 Rapat konsultasi pengganti
Nota Kesepahaman antara rapat Bamus
Kementerian Pertahanan
Republik  Indonesia  dan 2 Juli 2018
Kementerian Pertahanan
Kerajaan Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama di

Bidang Pertahanan

Surat Presiden Nomor : R-27/
Pres/05/2018 tanggal 28 Mei
2018.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Pertahanan

- Menteri Hukum
HAM.

dan
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NO.

JUDUL / NAMA
RANCANGAN UNDANG-
UNDANG

ALAT
KELENGKAPAN
DEWAN

RAPAT
PARIPURNA

PENUGASAN RAPAT
BAMUS/RAPAT
KONSULTASI
PENGGANTI RAPAT
BAMUS

25.

RUU tentang Pengesahan
Nota Kesepahaman antara
Kementerian Pertahanan
Republik  Indonesia  dan
Pemerintah Republik Serbia
tentang Kerja Sama di Bidang
Pertahanan.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Pertahanan

- Menteri Hukum dan
HAM.

KOMISI |

3 Juli 2018

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

2 Juli 2018

26.

RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

Surat Presiden Nomor : R-29/
Pres/06/2018 tanggal 5 Juni
2018.

Wakil Pemerintah:

- Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral

- Menteri Luar Negeri

- Menteri Keuangan

- Menteri Perindustrian

- Menteri Hukum dan HAM

KOMISI VI

3 Juli 2018

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

2 Juli 2018

27.

RUU tentang Sumber Daya
Air.

Surat Presiden Nomor : R-31/
Pres/06/2018 tanggal 7 Juni
2018.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

KOMISI V

3 Juli 2018

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

2 Juli 2018
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NO.

JUDUL / NAMA
RANCANGAN UNDANG-
UNDANG

ALAT
KELENGKAPAN
DEWAN

RAPAT
PARIPURNA

PENUGASAN RAPAT
BAMUS/RAPAT
KONSULTASI
PENGGANTI RAPAT
BAMUS

- Menteri Dalam Negeri

- Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

- Menteri  Energi
Sumber Daya Mineral

- Menteri Pertanian

- Menteri Hukum
HAM.

dan

dan

28.

Rancangan Undang-Undang
tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.

Surat Presiden Nomor: R-35/
Pres/07/2018 tanggal 17 Juli
2018.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Hukum dan HAM
- Menteri Keuangan.

KOMISI XI

26 Juli 2018

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

25 Juli 2018

29.

RUU tentang Bea Materai.

Surat Presiden Nomor : R-34/
Pres/07/2018 tanggal 16 Juli
2018.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Keuangan

- Menteri Hukum
HAM.

dan

KOMISI XI

28 Agust. 2018

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

6 September 2018

30.

RUU tentang Pengesahan
Perjanjian mengenai Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah

Pidana antara Republik
Indonesia dan  Persatuan
Emirat Arab.

KOMISI 11l

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

6 September 2018
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NO.

JUDUL / NAMA
RANCANGAN UNDANG-
UNDANG

ALAT
KELENGKAPAN
DEWAN

RAPAT
PARIPURNA

PENUGASAN RAPAT
BAMUS/RAPAT
KONSULTASI
PENGGANTI RAPAT
BAMUS

Surat Presiden Nomor : R-37/
Pres/08/2018 tanggal 8
Agustus 2018.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Luar Negeri

- Menteri Hukum
HAM.

dan

31.

RUU tentang
Perjanjian antara
Indonesia  dan
Emirat Arab
Ekstradisi.

Pengesahan

Republik
Persatuan
mengenai

Surat Presiden Nomor : R-38/
Pres/08/2018 tanggal 8
Agustus 2018.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Luar Negeri

- Menteri Hukum
HAM.

dan

KOMISI |

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

6 September 2018

32.

RUU tentang Konsultan Pajak

Surat Presiden Nomor : R-48/
Pres/09/2018  tanggal 24
September 2018.

Wakil Pemerintah:
- Menteri Keuangan

- Menteri Hukum
HAM.

dan

KOMISI XI

Rapat konsultasi pengganti
rapat Bamus

9 Oktober 2018

JUMLAH = 32 (TIGA PULUH DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG
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B. RATIFIKASI MASIH DALAM PROSES PEMBAHASAN

PENUGASAN
ALAT RAPAT BAMUS/
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELNGKAPAN RAPAT RAPAT
’ UNDANG-UNDANG YANG PARIPURNA KONSULTASI
DITUGASKAN PENGGANTI
RAPAT BAMUS
1. | Rencana Ratifikasi Agreement on KOMISI VI 21 April 2015 2 Februari 2016
Trade in Services Under the
Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation
between the Association of Southeast
Asian Nations and the Republic of India
(Persetujuan mengenai Perdagangan
Jasa dalam Persetujuan Kerangka
Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh
antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara dan Republik India)
2. | Rencana Ratifikasi Pembentukan KOMISI VI 23 Maret 2016 14 Maret 2016
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-
Australia-Selandia Baru, yang menyetujui
pembahasan terhadap Rencana
Ratifikasi First Protocol to Amend the
Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area
(Protokol Perubahan Pertama terhadap
Persetujuan Pembentukan Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-
Selandia Baru)
3. | Rencana Ratifikasi ASEAN Agreement KOMISI VI 1 Maret 2016 | 6 April 2016
Device Directive (Persetujuan ASEAN o
mengenai Petunjuk Alat Kesehatan) (Ket: _P_|mp|nan telah
mengirim surat ke
Presiden Rl No:
PW/04673/ DPR
RI/N/ 2016 tgl 15
Maret 2016 hal:
Penyampaian Surat
Pimp Komisi VI DPR
Rl yang intinya
Protokol Perubahan
Persetujuan
Marrakesh
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PENUGASAN

ALAT RAPAT BAMUS/
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELNGKAPAN RAPAT RAPAT
’ UNDANG-UNDANG YANG PARIPURNA KONSULTASI
DITUGASKAN PENGGANTI
RAPAT BAMUS
memerlukan
persetujuan DPR RI
sesuai dengan UUD
Negara RI Tahun
1945 Pasal 11 ayat
(2) dan UU Nomor
24  Tahun 2000
Pasal 16 ayat (3)
dan UU No.7 Tahun
2014 Pasal 84 ayat
®3)
4. | Rencana Ratifikasi Third Protocol to KOMISI VI 15 Maret 6 April 2016
Amend the Agreement on Trade in 2016
Goods Under the Framework Agreement
on Comprehensive Economic
Cooperation Among the Governments of
the Republic of Korea and the Member
Countries of the Association of Southeast
Asian Nations
5. | Rencana Ratifikasi Protocol to Amend KOMISI VI 15 Maret 6 April 2016
the Framework Agreement in 2016
Comprehensive Economic Cooperation
and Certain Agreements Thereunder
Between the Association of Southeast
Asian Nations and the People’s Republic
of China
6. | Rencana  Ratifikasi  Protocol to KOMISI VI 2 Juni 2016 9 Juni 2016
Implement the Ninth Package of

Commitments under the ASEAN
Framework Agreement on Services
(Protokol untuk melaksanakan
Komitmen Paket Kesembilan dalam
Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di
Bidang Jasa)
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PENUGASAN
ALAT RAPAT BAMUS/
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELNGKAPAN RAPAT RAPAT
’ UNDANG-UNDANG YANG PARIPURNA KONSULTASI
DITUGASKAN PENGGANTI
RAPAT BAMUS
7. | Rencana Pengesahan Protokol KOMISI | 24 Mei 2018
Perubahan Perjanjian Perdagangan
Preferensial antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Islam Pakistan.
8. | Rencana Pengesahan Protocol to KOMISI | 24 Mei 2018
Implement the seventh package of
Commitments on Financial Services
under the ASEAN  Framework
Agreement on Sevices
9. | Rencana Pengesahan ASEAN KOMISI VI 27 September 2018
Hongkong, China  Free  Trade
Agreement
JUMLAH =9 (SEMBILAN) RATIFIKASI
TIM DPR RI
ALAT RAPAT BAMUS/
KELENGKAPAN KONSULTASI
NO. JUDUL / NAMA YANG PENGGANTI RAPAT PARIPURNA
DITUGASKAN | RAPAT BAMUS

1. Tim Implementasi Reformasi TIM Rapat Bamus 9 Februari 2015
DPR RI .

5 Feb 2015 (telah ditetapkan
kembali pada tgl 24
Januari 2018)

2. Tim Pengawas DPR RI terhadap TIM Rapat konsultasi 9 Februari 2015
Perlindungan Pekerja Migran pengganti rapat (telah ditetapkan
Indonesia. Bamus kembali pada tgl 24

26 Jan 2015 Januari 2018)
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ALAT RAPAT BAMUS/
KELENGKAPAN KONSULTASI
NO. JUDUL / NAMA YANG PENGGANTI RAPAT PARIPURNA
DITUGASKAN | RAPAT BAMUS
3. Tim Pemantau DPR RI terhadap TIM Rapat konsultasi 9 Februari 2015
Pelaksanaan Undang-undang pengganti rapat .
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bamus (telah ditetapkan
Pemerintahan Aceh dan kembali pada tgl 24
Pelaksanaan  Undang-undang 26 Jan 2015 Januari 2018)
Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, serta Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
4. Tim Pemantau dan Evaluasi TIM Rapat konsultasi | 20 Mei 2015
Usulan Program Pembangunan pengganti  rapat .
Daerah Pemilihan (UP2DP) Bamus (telah ditetapkan
kembali pada tgl 24
26 Januari 2015 Januari 2018)
5. Tim Penguatan Diplomasi TIM Rapat konsultasi | 5 Oktober 2015
Parlemen Eearsrggsntl rapat (telah ditetapkan
kembali pada tgl 24
3 Juni 2015 Januari 2018)
6. Tim Pengawas DPR RI tentang TIM Rapat konsultasi | 28 Juli 2016
Pembangunan Daerah pengganti  rapat .
(telah ditetapkan
Perbatasan Bamus kembali pada tgl 24
27 Juli 2016 Januari 2018)
7. Tim Pengawas DPR RI terhadap TIM Dibentuk oleh Bertugas pada saat
Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR persiapan, pelak-
Rl dan dipimpinan | sanaan, dan setelah
oleh Wakil Ketua/ | penyelengaraan
Korkesra Ibadah Haji
8. Tim Pengawas DPR RI TIM 9 Oktober 2018
terhadap Pelaksanaan

Penanganan Bencana NTB
dan Sulawesi Tengah

JUMLAH = 8 (DELAPAN) TIM
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D. PEJABAT PUBLIK YANG MASIH DIBAHAS (TAHUN 2018)

ALAT

RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN

KONSULTASI KEPUTUSAN
NO KELSE\?V}Z\QPAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
1. | Anggota Dewan Energi Nasional dari KOMISI VI 27 September

Pemangku Kepentingan Periode
2019-2024

2018

JUMLAH =1 (SATU) PEJABAT PUBLIK

E. PANITIA ANGKET

NO

ALAT
JUDUL PANITIA ANGKET KELENGKAPAN NIl
DEWAN PENGGANTI

RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN

RAPAT BAMUS PARIPURNA

KEPUTUSAN
RAPAT

Panitia Angket DPR RI terhadap | PANITIA ANGKET

Pelindo I

5 Oktober 2015

13 Oktober 2015

(Laporan
Sementara)

JUMLAH =1 (SATU) PANITIA ANGKET

F. PEWARGANEGARAAN RI

RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI
A KELSE\?\;’;QPAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS

1. Atlet bola basket dari Philipina a.n. Sdr. Samuel KOMISI 1 Rapat Konsultasi

Kim Razon DAN KOMISI X Pengg:mLSapat

Surat Presiden Nomor: R-31/Pres/05/2014

tanggal 21 Mei 2014 2 Juni 2014
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RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI
A KELSE\?V}Z’EPAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
2. a.n. Sdr. Anthony Wayne Cates, Jr. KOMISHII Eapat KOI‘_ISF;,IltaSI
DAN KOMISI X enggantl Rapat
Surat Presiden Nomor: R-48/Pres/09/2014 Bamus
tanggal 3 September 2014 18 Sept 2014
3. Atlet sepak bola dari Kamerun a.n. Sdr. Bio KOMISI I Rapat Konsultasi
Paulin Pierre. DAN KOMISI X Pengg:rr:LSapat
Surat Presiden Nomor: R-01/Pres/01/2015
tanggal 2 Januari 2015 13 Januari 2015
4. Warga Negara Hongkong berjasa dalam KOMISI I Rapat Konsultasi
hubungan bilateral a.n. Sdr. Leung Sze Mau Pengganti Rapat
alias Jackson Leung. Bamus
Surat Presiden Nomor: R-02/Pres/01/2015 13 Januari 2015
tanggal 2 Januari 2015
5. Atlet bola basket dari Amerika Serikat a.n. Sdr. KOMISI I Rapat Konsultasi
Jamarr Andre Johnson. DAN KOMISI X Pengggrr;]thsapat
Surat Presiden Nomor: R-04/Pres/01/2015
tanggal 12 Januari 2015 19 Januari 2015
6. Atlet gulat dari Rumania a.n. Sdr. Nastrusnicu KOMISI I Rapat Konsultasi
Roxana Andreea. DAN KOMISI X Pengg:rr::b?apat
Surat Presiden Nomor: R-31/Pres/05/2015
tanggal 21 Mei 2015 3 Juni 2015
7. Atlet sepak bola a.n. Sdr. Ezra Harm Ruud KOMISI I Rapat Konsultasi
Walian (untuk memperkuat Tim Nasional) DAN KOMISI X Pengé;grr:]t:JSRapat
Surat Presiden Nomor: R-04/Pres/01/2017
tanggal 18 Januari 2017 1 Februari 2017
8. Atlet sepak bola a.n. Sdr. Glenn Arthur Walian KOMISI I Rapat Konsultasi
(untuk memperkuat Tim Nasional) DAN KOMISI X Pengganti Rapat

Surat Presiden Nomor: R-05/Pres/01/2017

tanggal 19 Januari 2017

Bamus

1 Februari 2017
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RAPAT BAMUS/
ALAT
KONSULTASI
NO KELSE\%A\?‘PAN PENGGANTI RAPAT
BAMUS
9. a.n. Sdr. Anthony Wayne Cates, Jr. KOMISHII Rapat Kor_lsulta5|
DAN KOMISI X Pengganti Rapat
Surat Presiden Nomor: R-27/Pres/06/2017 Bamus
tanggal 9 Juni 2017 10 Juli 2017

G. RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2014)

ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI KEPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
1. Rancangan Undang-Undang tentang PANSUS Rapat 5 Des 2014
Perubahan atas Undang-Undang konsultasi
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, pengganti rapat
DPR, DPD, dan DPRD Bamus
25 Nov 2014

JUMLAH =1 (SATU) UNDANG-UNDANG

H. RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2015)

RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUANK

NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELEﬁIIEBIIT(-I,—APAN KONSULTASI EPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
1. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI 11 Rapat BAMUS 20 Jan 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah
6 Nov 2014

Pengganti Undang-Undang No.2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No.23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
menjadi UU.
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ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUANK
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI EPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
2. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI I Rapat BAMUS 20 Jan 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No.l 6 Nov 2014
Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi UU.
3. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat BAMUS 9 Feb 2015
Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan 6 Nov 2014
Pemerintah  Republik Demokratik
Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja
Sama di Bidang Pertahanan.
4. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat BAMUS 9 Feb 2015
Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan 6 Nov 2014
Pemerintah Republik Islam Pakistan
tentang Kegiatan Kerja Sama di
Bidang Pertahanan.
5. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat Bamus 6 9 Feb 2015
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Nov 2014
antara Republik Indonesia dan
Republik Sosialis Viet Nam
(Extradition Treaty between the
Republic of Indonesia and the
Socialist Republic of Viet Nam).
6. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat Bamus 9 Feb 2015

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
antara Republik Indonesia dan
Papua Nugini (Extradition Treaty
between the Republic of Indonesia
and the Independent State of Papua
New Guinea).

6 Nov 2014
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ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUANK
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI EPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
7. | Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat Konsultasi 13 Feb 2015
Perubahan APBN TA 2015. pengganti rapat
Bamus
19 Jan 2015
8. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI I Rapat konsultasi 17 Feb 2015
Perubahan atas UU No.1 Tahun pengganti rapat
2015 tentang Penetapan PERPPU Bamus
No. 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 10 Feb 2015
Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang.
9. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI I Rapat Bamus 17 Feb 2015
Perubahan Atas UU No.2 Tahun
2015 tentang Penetapan PERPPU 10 Feb 2015
No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang.
10. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI I Rapat Bamus 24 April 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah .
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2 April 2015
Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menjadi
Undang-Undang.
11. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI Xl Rapat konsultasi 7 Juli 2015

Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan.

pengganti rapat
Bamus

3 Juni 2015
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ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUANK
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI EPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
12. | Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat konsultasi 2 Sept 2015
Pertanggung jawaban atas pengganti rapat
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran Bamus
2014 24 Juni 2015
13. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat Bamus 20 Okt 2015
Pengesahan Perjanjian Bantuan
Timbal Balik dalam Masalah Pidana 5 Feb 2015
antara Republik Indonesia dan
Republik Sosialis Viet Nam (Treaty
on Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters  between the
Republic of Indonesia and the
Socialist Republic of Viet Nam)
14. | Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat Konsultasi 30 Okt 2015
APBN TA 2016 Pengganti Bamus
24 Agustus 2015
15. | Rancangan Undang-Undang tentang BALEG Rapat Konsultasi 17 Des 2015
Penjaminan pengganti rapat
Bamus
2 Sept 2015
16. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat Konsultasi 17 Des 2015

Pengesahan Memo-randum Saling
Pengertian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Sosialis Vietnam tentang
Peningkatan Kerja-sama antara
Pejabat Pertahanan dan Kegiatan
Bidang Pertahanan Terkait
(Memorandum of Under-standing
between the Government of the

Republic of Indonesia and the
Government of the  Socialist
Republic of Vietnam on
Strengthening of Cooperation

between Defence Officials and Its
Related Activities)

pengganti rapat
Bamus
24 Juni 2015
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ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUANK
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI EPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
17. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat konsultasi 17 Des 2015

Pengesahan Persetujuan  antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Polandia tentang
Kerja Sama di Bidang Pertahanan
(Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Poland
concerning Cooperation in the Field of
Defence)

pengganti rapat
Bamus 7
Des 2015

JUMLAH = 17 (TUJUH BELAS) UNDANG-UNDANG

I. RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2016)

Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU)
antara Kementerian Pertahanan
Republik Indonesaia dan Kementerian
Pertahanan Republik Federal Jerman
mengenai Kerja Sama di Bidang
Pertahanan.

(Memorandum of Understanding (MoU)
between the Minestry of Defence of the
Republic of Indonesia and the Federal
Ministry of Defence of the Federal
Republic of Germany concerning
Cooperation in the Field fo Defence)

14 Jan 2016

JUDUL / NAMA RANCANGAN ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
UNDANG-UNDANG KONSULTASI KEPUTUSAN
Al KELEE\?\/&QPAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
1. Rancangan Undang-Undang tentang PANSUS Rapat konsultasi 23 Feb 2016
Tabungan Perumahan Rakyat pengganti rapat
Bamus
2 Sep 2015
2. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat Bamus 1 Maret 2016
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JUDUL / NAMA RANCANGAN ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
UNDANG-UNDANG KONSULTASI KEPUTUSAN
Al KELEE\?\/}X’A\]PAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
3. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat Bamus 1 Maret 2016
Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan 14 Jan 2016
Pemerintah Republik Rakyat China
tentang Kerja sama Aktivitas dalam
Bidang Pertahanan (Agreement
between the Government of the
Republic of Indonesia and the
Government of the People’s Republic
of China on Cooperation Activities in
the Field of Defence)
4. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI IV Rapat Bamus 17 Maret 2016
Perlindungan dan  Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan 14 Jan 2016
Petambak Garam
5. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI XI Rapat konsultasi | 17 Maret 2016
Pencegahan dan Penanganan Krisis pengganti rapat
Sistem Keuangan (PPKSK) Bamus
24 Agt 2015
6. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI VI Rapat konsultasi | 17 Maret 2016
Penyandang Disabilitas pengganti rapat
Bamus
16 Des 2015
7. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI I Rapat konsultasi | 2 Juni 2016
Perubahan Kedua atas Undang-Undang pengganti rapat
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Bamus
Peraturan Pemerintah Pengganti .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 6 April 2016
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota
8. Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat konsultasi | 28 Juni 2016

Perubahan APBN TA. 2016

pengganti
Bamus

9 Juni 2016

rapat
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JUDUL / NAMA RANCANGAN ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
UNDANG-UNDANG KONSULTASI KEPUTUSAN
Al KELEE\?\/}Z?\]PAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
9. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI XI Rapat konsultasi | 28 Juni 2016
Pengampunan Pajak pengganti rapat
Bamus
11 April 2016
10. | Rancangan Undang-Undang tentang PANSUS Rapat konsultasi | 28 Juli 2016
Paten pengganti rapat
Bamus
3 Juni 2015
11. | Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat konsultasi | 30 Agustus 2016
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan pengganti rapat
APBN Tahun Anggaran 2015 Bamus
Juli 2016
12. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI VI Rapat konsultasi | 19 Oktober 2016
Pengesahan Paris Agreement to the pengganti rapat
United Nations Framework Convention Bamus
on Climate Change (Persetujuan Paris 11 Oktober 2016
atas Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai Perubahan Iklim)
13. | Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat konsultasi | 26 Oktober 2016
APBN TA 2017 pengganti rapat
Bamus
19 Oktober 2016
14. | Rancangan Undang-Undang tentang PANSUS Rapat konsultasi | 27 Oktober 2016
Merek dan Indikasi Geografis Pengganti rapat
Bamus
24 Juni 2015
15. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat konsultasi | 27 Oktober 2016

Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

pengganti
Bamus
25 Januari 2016

rapat
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Jasa Konstruksi

14 Jan 2016

JUDUL / NAMA RANCANGAN ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
UNDANG-UNDANG KONSULTASI KEPUTUSAN
Al KELEE\?V}Z'?\IPAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
16. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat konsultasi | 15 Des 2016
Pengesahan Perjanjian antara pengganti rapat
Republik Indonesia dan Republik Bamus
Singapura tentang Penetapan Garis .
Batas Laut Wilayah Kedua Negara di 27 Juli 2016
Bagian Timur Selat Singapura (Treaty
between the Republic of Indonesia and
the Republic of Singapore relating to
the Delimitation of the Territorial Seas
of the Two Countries in the Eastern
Part of the Strait of Singapore)
17. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI V Rapat Bamus 15 Des 2016

JUMLAH =17 (TUJUH BELAS) UNDANG-UNDANG

J. RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2017)

Republik Filipina mengenai Penetapan
Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014.

20 Maret 2017

ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI KEPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
1. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI X Rapat konsultasi | 27 April 2017
Sistem Perbukuan pengganti rapat
Bamus
25 April 2017
2. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI X Rapat konsultasi | 27 April 2017
Pemajuan Kebudayaan pengganti rapat
Bamus
25 April 2017
3. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat konsultasi | 27 April 2017
Pengesahan Persetujuan antara pengganti rapat
Pemerintah Rl dan Pemerintah Bamus
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ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI KEPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
4. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI V Rapat konsultasi | 11Juli 2017
Arsitek pengganti rapat
Bamus
10 Juli 2017
5. Rancangan Undang-Undang tentang PANSUS Rapat konsultasi | 20 Juli 2017
Penyelenggaraan Pemilihan Umum pengganti rapat
Bamus
15 Juni 2017
6. Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat konsultasi | 27 Juli 2017
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan pengganti rapat
APBN Tahun Anggaran 2016 Bamus
26 Juli 2017
7. Rancangan Undang-Undang tentang BANGGAR Rapat konsultasi | 27 Juli 2017
Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 pengganti rapat
Bamus
26 Juli 2017
8. Penetapan  Peraturan  Peme-rintah KOMISI XI Rapat konsultasi | 27 Juli 2017
Pengganti Undang-Undang (PERPPU) pengganti rapat
No 1 Tahun 2017 tentang Akses Bamus
Informasi Keuangan untuk Kepentingan .
Perpajakan menjadi Undang-Undang 26 Juli 2017
9. Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI VI Rapat konsultasi | 13 Sept 2017
Pengesahan Minamata Convention on pengganti rapat
Mercury (Konvensi Minamata Bamus
mengenai Merkuri) 12 September
2017
10. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat konsultasi | 17 Oktober 2017

Pengesahan ASEAN Convention
Against  Trafficking in  Persons
Especially Women and Children
(Konvensi ASEAN Menentang
Perdagangan Orang Terutama
Perempuan dan Anak)

pengganti
Bamus

12 Oktober 2017

rapat
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ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI KEPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
11. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat konsultasi | 17 Oktober 2017
Pengesahan Persetujuan antara pengganti rapat
Republik Indonesia dan Republik Bamus
Rakyat China tentang Eksradisi (Treaty
between the Republik of Indonesia and 12 Oktober 2017
the People’s Republic of China on
Extradition)
12. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | Rapat konsultasi | 17 Oktober 2017
Pengesahan Persetujuan antara pengganti rapat
Pemerintah Republik Indonesia dan Bamus
Pemerintah Negara Merdeka Papua
Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di 12 Oktober 2017
Bidang Pertahanan (Agreement
between the Government of the
Republic of Indonesia and the
Government of the Independent State
of Papua New Guinea
concerning Cooperation Activities in
the Field of Defence)
13. [ RUU tentang Penetapan Peraturan KOMISI I Rapat konsultasi | 24 Oktober 2017
Pemerintah Pengganti Undang- pengganti rapat
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bamus
Perubahan Atas  Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang 23 Oktober 2017
Organisasi Kemasyarakatan
14. | RUU tentang Pengesahan Protokol KOMISI VI Rapat konsultasi | 24 Oktober 2017
Perubahan Persetujuan Marrakesh pengganti rapat
mengenai Pembentukan Organisasi Bamus
Perdagangan Dunia (Protocol
Amending The Marrakesh Agreement 23 Oktober 2017
Establishing The  Word  Trade
Organization).
15. | RUU tentang APBN 2018 beserta Nota BANGGAR Rapat konsultasi | 25 Oktober 2017

Keuangannya

pengganti
Bamus

12 Oktober 2017

rapat
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ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
NO JUDUL / NAMA RANCANGAN KELENGKAPAN KONSULTASI KEPUTUSAN
UNDANG-UNDANG DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
16. | RUU tentang Perlindungan Pekerja KOMISI IX Rapat konsultasi | 25 Oktober 2017
Indonnesia Di Luar Negeri (PPILN) pengganti rapat
berubah menjadi RUU tentang Bamus
Perlindungan Migran Indonesia (PMI) 12 Oktober 2017
17. | Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI IX Rapat konsultasi | 12 Des 2017

Kepalangmerahan

pengganti
Bamus

rapat

7 Desember
2017

JUMLAH =17 (TUJUH BELAS) UNDANG-UNDANG

RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2018)

RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI RAPAT
NIk Ut KELSE\?V'XQPAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
1. | Rancangan Undang-Undang tentang BALEG Rapat konsultasi | 12 Feb 2018
Perubahan Kedua atas Undang- pengganti rapat
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Bamus 12
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Februari 2018
2.| Rancangan Undang-Undang tentang KOMISI | 9 April 2018 10 April 2018

Pengesahan  Persetujuan  Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan Thailand tentang
Kerja Sama di Bidang Pertahanan
(Agreement between the Goverment
of the Republic of Indonesia and the
Goverment of the Kingdom of Thailand
on Cooperation in the Field of
Defence);
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NO.

JUDUL

ALAT
KELENGKAPAN
DEWAN

RAPAT BAMUS/
KONSULTASI
PENGGANTI

RAPAT BAMUS

RAPAT
PARIPURNA

Rancangan Undang-Undang Tentang
Pengesahan Protocol to Implement
the Sixth Package of
Comummitments on Financial
Services under the ASEAN
Framework (Protokol untuk
Melaksanakan  Paket  Komitmen
Keenam Bidang Jasa Keuangan
dalam Persetujuan Kerangka Kerja
ASEAN di Bidang Jasa)

KOMISI XI

18 Mei 2017

26 April 2018

RUU tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme

PANSUS

24 Mei 2018

25 Mei 2018

Rancangan Undang-Undang tentang
Kekarantinaan Kesehatan

BALEG

9 Juli 2018

10 Juli 2018

RUU tentang Pengesahan Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Korea
tentang Kerja Sama di Bidang
Pertahanan (Agreement Between
The Government of The Republic of
Indonesia and The Government of
The Republic of Korea on
Cooperation in Field of
Defence).

the

KOMISI |

9 Juli 2018

10 Juli 2018

RUU tentang Pertanggungjawaban
atas Pelaksanaan APBN 2017

BANGGAR

2 Juli 2018

26 Juli 2018

RUU tentang PNBP
Negara Bukan Pajak)

(Penerimaan

KOMISI XI

25 Juli 2018

26 Juli 2018
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ALAT RAPAT BAMUS/
KONSULTASI RAPAT
MO SR KELSE\?\/};’?‘PAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
9. | Rancangan Undang-Undang KOMISI | 27 September 2 Oktober 2018
Pengesahan Persetujuan Kerjasama 2018
Pertahanan antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan
Pemerintah Kerajaaan Arab Saudi
(Surat Presiden Nomor : R-
53/Pres/11/2017 tanggal 24 November
2017).
10.| RUU tentang Pengesahan Nota KOMISI | 27 September | 2 Oktober 2018
Kesepahaman antara Kemeneterian 2018
Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan
Belanda tentang Kerjasama terkait
Pertahanan
11.| RUU APBN 2019 beserta Nota BANGGAR Rapat konsultasi | 31 Oktober
Keuangannya. pengganti rapat 2018
Bamus
25 Oktober 2018
JUMLAH =11 (SEBELAS) UNDANG-UNDANG
J. PANITIA ANGKET YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGASNYA (TAHUN 2018)
ALAT RAPAT BAMUS/ | PERSETUJUAN
NO JUDUL PANITIA ANGKET KELENGKAPAN RONEUIL s RIEPILIEA
DEWAN PENGGANTI RAPAT
RAPAT BAMUS PARIPURNA
1. | Panitia Angket DPR RI terhadap PANITIA 12 Februari 2018 14 Februari
Pelaksanaan Tugas dan ANGKET 2018

Kewenangan KPK

JUMLAH =1 (SATU) PANITIA ANGKET
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A. PEJABAT PUBLIK YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2015)

ALAT

RAPAT BAMUS/

2015-2020 Badan Penanggulangan
Bencana.

KONSULTASI RAPAT
MOk JUDUL KELEE\%&"A\]PAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
1. Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk KOMISI XI Rapat Konsultasi | 14 April 2015
pemeriksaan  pengelolaan  dan pengganti rapat
tanggung jawab keuangan tahunan Bamus
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun
Anggaran 2014 16 Feb 2015
2. Kepala Kepolisian Negara Republik KOMISI 11l Rapat Bamus 16 April 2015
Indonesia 2 April 2015
3. Deputi Gubernur Bank Indonesia KOMISI XI Rapat Bamus 21 April 2015
2 April 2015
4. Hakim Agung KOMISI 1 Rapat Konsultasi | 3 Juli 2015
pengganti rapat
Bamus
24 Juni 2015
5. Panglima TNI KOMISI | Rapat Konsultasi | 3 Juli 2015
pengganti rapat
Bamus
24 Juni 2015
6. Kepala Badan Intelijen Negara KOMISI | Rapat Konsultasi | 3 Juli 2015
pengganti rapat
Bamus
24 Juni 2015
7. Anggota Komisi Yudisial KOMISI 11l Rapat Konsultasi | 20 Okt 2015
pengganti rapat
Bamus
5 Oktober 2015
8. Anggota Unsur Pengarah KOMISI VI Rapat Bamus 17 Des 2015
Penanggulangan Bencana dari
Masyarakat Profesional Periode 29 Oktober 2015
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ALAT RAPAT BAMUS/
KONSULTASI RAPAT
e S KELEE\?\/}Z':]PAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
9. Pimpinan Komisi Pembe-rantasan KOMISI Il Rapat Konsultasi | 18 Des 2015
Korupsi (KPK) Masa Jabatan 2015- pengganti rapat
20109. Bamus
16 Des 2015
JUMLAH =9 (SEMBILAN) PEJABAT PUBLIK
B. PEJABAT PUBLIK YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2016)
AAT | FeoNsULTAST | RapaT
oL JUDUL KELEE\?V}XQPAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
1. | Anggota Komisi Yudisial Masa KOMISI 1 Rapat Konsultasi 26 Januari 2016
Jabatan Tahun 2015-2020 pengganti rapat
Bamus
7 Des 2015
2. | Anggota Ombudsman RI Masa KOMISI I Rapat Konsultasi 2 Februari 2016
Jabatan Tahun 2016-2021 pengganti rapat
Bamus
7 Des 2015
3.| Anggota Dewan Pengawas KOMISI IX Rapat Konsultasi 2 Februari 2016
BPJS Kesehatan pengganti rapat
Bamus
16 Des 2015
4.| Anggota Dewan Pengawas KOMISI IX Rapat Konsultasi 2 Februari 2016

BPJS Ketenagakerjaan

pengganti rapat
Bamus

16 Des 2015
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RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI RAPAT
e JUDUL KELSE\?V}XQPAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
5. | Anggota Dewan Pengawas LPP KOMISI | Rapat Konsultasi 17 Maret 2016
RRI Perode 2015-2020. pengganti rapat
Bamus
7 Des 2015
6. | Kantor Akuntan Publik (KAP) dari KOMISI XI Rapat Badan 28 April 2016
Badan Pemeriksa Keuangan Musyawarah
(BPK) dan Menteri Keuangan
untuk melakukan pemeriksaan 17 Maret 2016
atas Laporan Keuangan BPK RI
TA 2015.
7.| Kepala  Kepolisian ~ Republik KOMISI I Rapat Konsultasi 27 Juni 2016
Indonesia. pengganti rapat
Bamus
20 Juni 2016
8.| Anggota Komisi  Penyiaran KOMISI | Rapat Konsultasi 20 Juli 2016
Indonesia (KPI) Pusat Periode pengganti rapat
2016-2019 Bamus
14 Juli 2016
9. Hakim Ad Hoc Tipikor di KOMISI I Rapat konsultasi 6 September 2016
Mahkamah Agung gzrrlr%:]:ntl rapat Menerima Laporan
Komisi Ill DPR
27 Juli 2016 RI/Tidak
menyetujui
terhadap
pencalonan Hakim
Ad Hoc Tipikor
10. | Hakim Agung KOMISI 11l Rapat konsultasi 6 September 2016

pengganti rapat
Bamus

27 Juli 2016
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RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI RAPAT
e JUDUL KELSE\?V}XQPAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
11. | Kepala Badan Intelijen Negara KOMISI | Rapat konsultasi 8 September 2016
pengganti rapat
Bamus
6 Sept 2016
12.| Anggota BPK RI KOMISI XI Rapat Bamus 19 4 Oktober 2016
Mei 2016
13. | Deputi Gubernur Bank KOMISI XI Rapat konsultasi 15 Desember 2016
Indonesia. pengganti rapat
Bamus
17 Nov 2016
14.| Hakim Ad Hoc Hubungan KOMISI 1 Rapat konsultasi 15 Desember 2016
Industrial di Mahkamah Agung Eear:gl?santl rapat Menerima Laporan
Komisi Ill DPR
17 Nov 2016 RI/Tidak
menyetujui
terhadap

pencalonan Hakim
Ad Hoc Hubungan
Industrial di MA

Surat Pimpinan
Komisi Il No:206
DW/
Kom.IlI/MP.11/X11/20
16 tanggal

6 Desember 2016

JUMLAH = 14 (EMPAT BELAS) PEJABAT PUBLIK
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C. PEJABAT PUBLIK YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2017)

RAPAT BAMUS/

2016-2019

11 Oktober 2016

ALAT
KONSULTASI RAPAT
S KELEE\?\/}ZANPAN PENGGANTI PARIPURNA
NO. RAPAT BAMUS
1.| Anggota Badan Supervisi KOMISI XI Rapat Konsultasi 23 Februari 2017
Bank Indonesia (BSBI) pengganti rapat
Bamus
1 Februari 2017
2. | Anggota KPU dan Bawaslu KOMISI I Rapat Bamus 6 April 2017
20 Maret 2017
3. | Anggota BPK RI KOMISI XI Rapat Bamus 17 11 April 2017
November 2016
4. | Ketua dan Anggota Komite KOMISI VII Rapat konsultasi 27 April 2017
BPH Migas pengganti rapat
Bamus
29 Nov 2016
5. | Anggota Dewan Pengawas KOMISI | Rapat konsultasi 27 April 2017
LPP TVRI Periode 2017- pengganti rapat
2022 Bamus
20 Maret 2017
6. | Anggota Dewan Pengawas KOMISI VI Rapat konsultasi 27 April 2017
Badan Pengelola pengganti rapat
Keuangan Haji dari Unsur Bamus
Masyarakat 20 Maret 2017
7. | Anggota Badan KOMISI VI Rapat konsultasi 28 April 2017
Perlindungan Konsumen pengganti rapat
Nasional (BPKN) Periode Bamus
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RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI RAPAT
JUDUL KELEE@'ZANPAN PENGGANTI PARIPURNA
NO. RAPAT BAMUS
8.| Calon  Anggota  Komisi KOMISI VI Rapat konsultasi 8 Juni 2017
Perlindungan Anak Indonesia pengganti rapat
(KPAI) Bamus
8 Juni 2017
9.| Calon Anggota Dewan KOMISI I Rapat konsultasi | 8 Juni 2017
Kehormatan pengganti rapat
Penyelenggaraan Pemilihan Bamus
Umum (DKPP) 8 Juni 2017
10.| Calon  Anggota  Dewan KOMISI XI Rapat konsultasi
Komisioner Otoritas Jasa pengganti rapat .
Keuangan (OJK) Bamus 6 Juli 2017
15 Juni 2017
11.| Calon  Anggota  Komisi KOMISI | Rapat konsultasi 26 Sept 2017
Informasi Pusat (KIP) pengganti rapat
Bamus
25 Sept 2017
12.| Calon Hakim Agung Tahun KOMISI 11l Rapat konsultasi 26 Sept 2017
2017 pengganti rapat
Bamus
25 Sept 2017
13.| Calon Anggota Komnas KOMISI 11l Rapat konsultasi 17 Okt 2017
HAM pengganti rapat
Bamus
12 Oktober 2017
14.| Panglima TNI KOMISI | Rapat konsultasi 7 Des 2017

pengganti rapat
Bamus

7 Desember 2017
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RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI RAPAT
JUDUL KELSE\?VQANPAN PENGGANTI PARIPURNA
NO. RAPAT BAMUS
15.| Calon Hakim Konstitusi KOMISI Il Rapat konsultasi 7 Des 2017
Tahun 2018-2023 pengganti rapat
Bamus
7 Desember 2017
JUMLAH = 15 (LIMA BELAS) PEJABAT PUBLIK
D. PEJABAT PUBLIK YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2018)
AAT | FGONSULTAS) | RapaT
A JUDUL KELEE\?\/}Z';“\]PAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
1.| a. Surat Menteri Keuangan RI KOMISI Xl 2 April 2018 2 April 2018
Nomor : S-1045/ MK.05/2017
tanggal 29 Desember 2017
Perihal: Usulan 3 (tiga) Nama
Kantor Akuntan Publik Calon
Pemeriksa Laporan Keuangan
Tahunan BPK Tahun 2017.
b. Surat Ketua BPK RI Nomor :
2/S/1/01/2018 dan Nomor
3/S/1/01/ 2018 tanggal 12
Januari 2018 Perihal: Usulan 3
(tiga) nama Kantor Akuntan
Publik (KAP) untuk melakukan
pemeriksaan atas Laporan
Keuangan BPK RI Tahun 2017.
2.| Surat Presiden RI Nomor R- KOMISI Xl 2 April 2018 3 April 2018
01/Pres/01/2018  tanggal 15
Januari 2018 Perihal : Usul Calon
Deputi Gubernur Bank Indonesia
(BI);
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NO.

JUDUL

ALAT
KELENGKAPAN
DEWAN

RAPAT BAMUS/
KONSULTASI
PENGGANTI

RAPAT BAMUS

RAPAT
PARIPURNA

Surat Presiden Rl Nomor R-
09/Pres/02/2018  tanggal 23
Februari 2018 Perihal : Usul
Calon Gubernur Bank Indonesia

(BI)

KOMISI XI

2 April 2018

3 April 2018

Surat Komisi Yudisial RI Nomor
II/PIM/RH.04/02/2018 tanggal 6
Februari 2018 Perihal
Pengajuan Nama Calon Hakim
Ad Hoc Hubungan Industrial di
Mahkamah Agung Tahun 2017

KOMISI I

2 April 2018

3 April 2018

Surat  Presiden Nomor: R-
51/Pres/11/2017 tanggal 22
November 2017 Perihal: Usul
Calon Anggota Komisi Pengawas
Pesaingan Usaha (KPPU) masa
jabatan tahun 2017-2022;

KOMISI VI

25 April 2018

26 April 2018

Surat Ketua BPK RI Nomor:
3/S/1/01/2018 tanggal 12 Januari
2018 Perihal: Pemberitahuan
akan berakhirnya masa jabatan 1

(satu) orang Anggota BPK;

KOMISI XI

25 April 2018

26 April 2018

Surat Ketua Komisi Yudisial
Republik Indonesia Nomor:
168/PIM/RH.01.08/05/2018
tanggal 31 Mei 2018, Perihal:
Pengajuan Nama Calon Hakim
Agung Periode Il Tahun 2017-
2018.

KOMISI 1

25 Juli 2018

26 Juli 2018

JUMLAH =7 (TUJUH) PEJABAT PUBLIK
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E. RANCANGAN PERATURAN DPR RI YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN
ALAT RAPAT BAMUS/
KONSULTASI RAPAT
MOk JUDUL KELEE\?VQ'?\]PAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
1. Rancangan Peraturan DPR RI BALEG -- 18 Nov 2014
tentang Pengelolaan Tenaga Ahli
dan Staf Administrasi Anggota
DPR Rl menjadi Peraturan DPR
RI.
2. Rancangan Peraturan DPR RI MK D Rapat konsultasi 18 Feb 2015
tentang Kode Etik DPR RI dan pengganti rapat
Rancangan Peraturan DPR RI Bamus
tentang Tata Beracara Mahkamah
Kehormatan DPR RI menjadi 17 Nov 2014
Peraturan DPR RI.
3. Rancangan Peraturan tentang BALEG Rapat konsultasi | 14 April 2015
Perubahan atas Peraturan DPR RI pengganti rapat
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Bamus
Terti jadi P DPR RI.
ertib menjadi Peraturan 16 Feb 2015
4. Rancangan Kerja dan Anggaran BURT Rapat konsultasi | 21 April 2015
DPR RI Tahun Anggaran 2016 pengganti rapat
Bamus
21 April 2015
5. Rancangan Peraturan DPR RI BALEG -- 23 Juni 2015
tentang Tata Cara Pengusulan
Program Pembangunan Daerah
Pemilihan menjadi Peraturan DPR
RI.
6. Rancangan Tata Kerja BURT DPR BURT - 28 Juli 2016
RI
7. Peraturan DPR RI tentang BURT Keputusan Rapat 10 April 2018

Pengamanan Terpadu di Kawasan
MPR, DPR dan DPD Serta Rumah
Jabatan dan Wisma Griya Sabha

Konsultasi
Pengganti Rapat
Bamus tanggal

9 April 2018
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RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI RAPAT
MOk SRl KELEE@’Z’?\]PAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
8. Rencana Kerja dan Anggaran BURT Keputusan Rapat 10 April 2018
(RKA) DPR RI Tahun 2019 Konsultasi
Pengganti Rapat
Bamus
2 April 2018
9. Rancangan Peraturan Bersama BALEG Keputusan Rapat 2 Oktober 2018
DPR RI dan BPK RI tentang Tata Konsultasi
Cara Penyampaian dan Pengganti Rapat
Penyerahan Laporan Hasil Bamus
;Iemerlksaan BPK RI kepada DPR 27 September
’ 2018
10. | Rancangan Perubahan Ketiga atas BALEG Keputusan Rapat 16 Oktober 2018

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib.

Konsultasi
Pengganti Rapat
Bamus

9 Oktober 2018

JUMLAH = 10 (SEPULUH) PERATURAN DPR RI

F. TIM PENGAWAS DPR RI YANG TIDAK DIPERPANJANG

RAPAT BAMUS/

ALAT
KONSULTASI RAPAT
O JEIRLL KELEE\C/;\/};QPAN PENGGANTI PARIPURNA
RAPAT BAMUS
1. | Tim Pengawas DPR RI tentang TIM Rapat Konsultasi | 28 Juli 2016
Vaksin Palsu E:nmgu%antl Rapat Tidak ditetapkan
dan diperpanjang
27 Juli 2016 kembali

JUMLAH =1 (SATU) TIM
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G.

RATIFIKASI YANG TELAH SELESAI PEMBAHASAN (TAHUN 2018)

NO.

JUDUL / NAMA RANCANGAN
UNDANG-UNDANG

ALAT
KELNGKAPAN
YANG
DITUGASKAN

RAPAT BAMUS/
KONSULTASI
PENGGANTI

RAPAT BAMUS

RAPAT
PARIPURNA

Rencana Ratifikasi Protocol to Implement
the Sixth Package of Commitments on
Financial Services under the ASEAN
Framework Agreement of Services
(Protokol untuk melaksanakan Paket
Komitmen Keenam di Bidang Jasa
Keuangan dalam Persetujuan Kerangka
Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

KOMISI XI

25 April 2018

26 April 2018

Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan
Keputusan terhadap Rancangan
Undang-undang tentang Pengesahan
Per-setujuan Kerjasama Pertahanan
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Arab Saudi (Defense
Cooperation Afreement Between The
Government of The Republic of
Indonesia And The Government of The
Kingdom of Saudi Arabia);

KOMISI |

27 Sept 2018

2 Okt 2018

Pembicaraan Tingkat Il/Peng-ambilan
Keputusan terhadap Rancangan
Undang-undang tentang Pengesahan
Nota Kesepahaman Antara
Kementerian Pertahanan Rl dan
Kementerian  Pertahanan  Kerajaan
Belanda tentang Kerjasama terkait
Pertahanan (Memorandum of Under-
standing between the Ministry of
Defence of The Republic of Indonesia
and The Ministry of Defence of The
Kingdom of The Netherlands Defence
Related Cooperation);

KOMISI |

27 Sept 2018

2 Okt 2018

JUMLAH = 3 (TIGA) RATIFIKASI
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Jakarta, 14 November 2018
SEKRETARIS JENDERAL,
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